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MOTTO 

 

 

PRACTICE MAKES PERFECT, BUT NOBODY’S PERFECT, 

SO WHY PRACTICE ? 
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ABSTRACT 

 

       The reseach, entitled Potential Law Abuse Drone Effects in Indonesia, is the 

first objective to know and analyze the characteristics of Drone usage 

arrangement based on law in Indonesia. Secondly, to know and analyze the 

dispute resolution mechanism for acts that harm the legal subject resulting from 

Drone use in Indonesia. 

       The research method used in this thesis uses the normative, which means that 

this research examines the side of the legislation itself, rather than examining the 

social phenomena caused by existing legislation. Approach method used in this 

research is approach of legislation. 

       Based on the results of research can be concluded first Characteristics of the 

use of pesawat Drones based on law in Indonesia is based on Ministerial 

Regulation No. 47 of 2016 on the control of the operation of unmanned aircraft 

system in air space served Indonesia Which regulates the flight permit, flight 

procedures, sanctions and limit - the boundaries of the pesawat udara tanpa awak 

operation and the flight plan. Settlement of disputes over acts that harm the legal 

subject resulting from the use of pesawat udara tanpa awaks in Indonesia through 

the courts, arbitration and alternative dispute settlements and materially through 

the applicable law according to the object of law that occurs. 

 

Keywords: Drone, Dispute Resolution. Potency 
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ABSTRAK 

 

      Penelitian yang berjudul Potensi Pelanggaran Hukum Akibat Penggunaan 

Drone di Indonesia  yang bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisa 

karakteristik pengaturan penggunaan Pesawat Udara Tanpa Awak bedasarkan 

hukum di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme 

penyelesaian sengketa atas perbuatan yang merugikan subjek hukum akibat 

penggunaan Pesawat Udara Tanpa Awak di Indonesia.  

       Penelitian ini merupakan normatif yang berarti penelitian ini meneliti 

mengenai sisi perundang-undangan itu sendiri, bukan meneliti mengenai gejala 

sosial akibat perundang-undangan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.   

       Bedasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama Karakteristik 

penggunaan Pesawat Udara Tanpa Awak berdasarkan hukum di indonesia adalah 

di dasarkan pada Peraturan Menteri No 47 Tahun 2016 tentang pengendalian 

pengoperasian sistem pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani 

indonesia Yang mengatur mengenai izin penerbangan, tata cara penerbangan, 

sanksi dan batas-batas wilayah pengoperasian drone dan rencana penerbangan. 

Penyelesaian sengketa atas perbuatan yang merugikan subjek hukum akibat 

penggunaan drone di Indonesia secara yaitu melalui pengadilan, arbitrase dan 

alternatif penyelesaian sengketa dan secara materiil melalui Undang-Undang yang 

berlaku sesuai obyek hukum yang terjadi 

 

Kata Kunci: Pesawat Udara Tanpa Awak, Penyelesaian Sengketa, Potensi 
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